
BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI I(ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR S:{:l TAHUN 2A21

TENTANG

PETA BATAS DESA TAMPULANG DAN DESA TABATAN
KECAMATAN JENAMAS

DEilGAfl RAIIMAT TTIIIAI{ YAT{G MAIIA ES.S,

lileni*baag : a.

Mengingat :1.

b.

BIYP*TT BAEN?E SEI,AfAIT,

bahsra daXarc ral?gka meaciptakan tertib adsrinistrasi Desa
dan mernberikan kepastian hukr-rm mengenai witaSrah Desa
dengan Desa lainnya, perld adanya kepastian batas antar
I)*sa;

bahwa trrenetapan batas *esa Tamprrlang dengan Desa
RRngsla IhInr: telah disenrakafi n?eh Pemerrrr+.ah Desa
Tampulang dengan Pernerin,iah Desa Rangga Iiung
berriasari<an Berita Acara. Penetapan Batas Desa i'{ornor :

13O/SETDI1,IAS.I-PEM t13*t'412CI20 Tanggal 2O April 2o2o
dan telah diveri&kasi oletr Tim fenegasan Baias Desa
E1-^1-,:^^+a- E-;+^ Q^l^+^- +^^^^^7 aa A-Jl .}rrr)rr.
r\A,iitlPa Lr-I 1 usLl i Lii Ut-j,(1. L.tir LcaiiiSS{-ti aiJ rLP i l i z)\i z1\-i,

bahwa berdasarkan ketenfuan Pasal 9 ayat {3} dan Pasal 17
Peraf,uraa Menteri Dalarn Negeri Nornor 45 Tahun 2O16
tentang Pedomarr Penetapan daa Penega-sari Bata"s Desa
li-^t^--rl-^-- n^!^ n^.-^-^^^-- n^r- lir^r^--1-^-- l^(lrritrr.rlru1.a-tt rELd rulrcgasiili ilalas iicria uiltrrapr1.drr ucrrB,i{rr
Peraturan Bupati;

Lrahwa Lrerd,asan'ka:: pertimba;rga* sebagaimana dirnaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tampulang dan
Desa Tabatan Kecamatan Jenamas;

Undang-Undang Nornor 27 Tallun 1959 tentang Penetapal
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembatar, Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Repu-blik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

C.
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2.

3.

4.

-2-

undang-undang Nomor 4 Tahun zolt tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2oll Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 21lfl;

undang-Undang Nomor 6 Tahun 2ar4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oli Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
sae5);

undang-undang Nomor 23 Tahun 2at4 tentang pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor 55sz) sebagaimana telah airtrt
beberapa kali, terakhir dengan undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas undang-
undang Nomor 23 Tahun 2al4 tentang pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a1s Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s67e);

undang-undang Nomor 11 Tahun 2o2o tentang cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoio Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2a14 Nomor r23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5s39) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor
11 Tahun 2oL9 tentang perubahan Kedua Atas peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2at4 tentang pelaksanaan
undang-undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa
(Lembaran Negara Rebulik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor
113, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 201g tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20iB Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2arc tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan satu peta pada Tingkaf
Ketelitian Peta skala 1 : 50000 (Lembaran Negara Rebuiik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2g) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan presiden Nomor 23 Tahun 2a21,
tentang Perubahan Atas peraturan presiden Nomor g
Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Kebijakan
satu Peta Pada Tingkat Ketelitian peta Skala 1:50.0oo
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2l Nomor
e2);
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6.

7,

L



9.

-3-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2ols
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2ols Nomor 

.2036),

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri 120 Tahun 201g tentang perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomorg0 Tahun 201s
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2a1,6
tentang Pedoman Penetapan dan penegasan Batas Desa
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1038);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2o1T
tentang Penataan Desa (Berita Negeri Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nomor 155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2or7
tentang Kode dan Data wilayah Administrasi pemerintah
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2olr Nomor
1955) sebagaimana Telah Diubah Dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor T2 Tahun 20lg tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Daram Negeri Nomoi
137 Tahun 2olr tentang Kode Dan Dati wilayah
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Reputtit<
Indonesia Tahun 2olg Nomor l32T);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun zafi
tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201S Nomor Z9);

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun
2arg tentang Metode Kartometrik pada penetapan dan
Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2AD Nomor 1529); dan

Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor7 Tahun 2O2O tentang pembentukan produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2o2o Nomor T, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

MEMUTUSI(AN :

BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA
DENGAN DESA TABATAIY KECAMATAN

BAB I

Pasal 1

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Menetapkan : PERATURAN
TAMPULANG
JENAMAS.

Daiam Peraturan Bupati ini yang dimaksud, dengan :

1. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebeiahan
baik berupa batas aiam maupun batas buatan.
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2. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasipemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pia" permukaan bumi dapatberupa tanda-tanda alam seperti igir/punggurrg
gunung/ pegunun gan ftaatershed.), median *,rrrg"i 

- 
dailatauunsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk

peta.

3. Batas alam adarah unsur-unsur alami seperti gunung,
sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatalian atauditetapkan sebagai pantai, danau dan lebagainya, yang
dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

4. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur
batas dan unsur lainnya, s"p".ti pilai Latas, garis batas,
toponimi, perairan dan transportasi.

5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat pBU adarah
911". yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang
diletakkan tepat pada batas antar Desa.

6. Pilar Acuan Batas utama yang selanjutnya disingkat pABU
adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desayang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang
berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.

7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalahtitik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan
pengukuranf perhitungan posisi titik dengan menggunakan
peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

8. Lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah
kelompok garis yang berada di sebelaf, selatan garis
khatulistiwa yang digunakan untuk menentukan iokali di
bumi terhadap garis khatulistiwa pada peta;

9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis
lh_aval yang menghubungkan titik Kulub utara dan i<utub
selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi
bujur dengan garis Medirian.

10. Kanal Proyek-pengembangan Lahan Gambut yang disingkat
Kanal PLG adalah proyek pengembangan Lahan -oamuit t(satu) iuta hektar di provinsi kafimantan Tengah,
dilaksanakan berdasarkan Instruksi presiden tanggal s Juni
1995 tentang Ketahanan pangan.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 2

Desa Tampulang terletak pada koordinat o2o 27, 16" LS dan
1 14" 50'32" BT
Batas Desa Tampulang meliputi :

a. Batas Utara , 0""" H"rrgg. Ilung



b. Batas Barat
c. Batas Timur

d. Batas Selatan :
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Desa Sungai Jaya
Kelurahan Rantau Kujang dan Desa
Rantau Bahuang
Desa Tabatan

dan Desa Tabatan terletak pada koordinat 02" 34' 03" LS dan
114" 48',57" BT
Batas Desa Tabatan meliputi :

a. Batas Utara : Desa Tampulang
b. Batas Barat : Desa Tampuang
c. Batas Timur : Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi

Kalimantan Selatan
d. Batas Selatan : Kabupaten Barito Kuala

Kalimantan Selatan
Provinsi

Pasal 3

Batas Desa Tampulang dengan
Jenamas dimulai dari :

Desa Tabatan Kecamatan

a. Sungai Tunggul yang ditandai oleh PABU- 1 dengan
koordinat 2" 31,' L.64" LS dan 114' 51'47.58" BT;

b. PABU- 1 selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri As
Kanai sampai pada As Kanal D1 yang ditandai oleh PABU-2
dengan koordinat 2o 30' 19.41" LS dan 114" 50' 38.39" BT;

c. PABU-2 selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti As
Kanal Dl sampai pada As Kanal D1 yang ditandai dengan
PABU-3 dengan koordinat 2" 30' 39.11"" LS dan ll4' 50'
23.22" 8T;

d. PABU-3 selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri As
Kanal sampai pada As Kanal D3 yang ditandai dengan
PABU-4 dengan koordinat 2' 29' 20.42" LS dan 114" 4B'
15.78" BT; dan

e. PABU-4 selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri As
Kanal sampai pada As Kanal D4 yang ditandai dengan
PABU-S dengan koordinat 2o 34' 59.1,7" LS dan 114' 44'
40.6" BT;

Pasal 4

PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan
tidak berubah sebagai akibat dari perubahan nama Desa,
penggabungan dan atau pemekaran Desa, perubahan status
Desa, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada
masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak
atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada
masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-
undangan.
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Pasal 6

Batas Desa dan koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dimuat dalam peta Batal Desa Tampulang
dengan Desa Tabatan Kecamatan Jenamas sebagaimanltercantum dd"T r.a.mpiran yang merupakan basia; tidakterpisahkan dari peraturan Bupati ini.

I

BAB III

XETENTUAN PENUTT'P

Pasal 7

fgratyran Bupati. , ini .. mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
es.qr,*dep iarffii;'r*"a##u*ay-a,, memerintahkan
q*F"1lTgT Pery{ran Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Setatan.

ll-t. ,l -' , l, 
. Dj!;etryl{-ql"df,Buni*
pada tanggal it gwm[rer 2O2l

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDIII- ,:*AMSURI
, :t 'r r.:l:.1',:l::'.ltrl:: r,i rr,

:,,, .r .. :.:::!:, | :

'. .',: ,': .,r',.

.|:

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 30 Hryffiber 2,nel ',,,,,,:

SEKRETARIS D H.i.:i,:.
I{ABUPA?EN BARTTO S ** i ii.ii.,

EDY PURWANTO

BTRITA DATRAII KABUPATEN BARITO SELATAN TATIUN 2A2LNOMOR L{)
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